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Abstrak 

Terorisme  merupakan  salah satu bagian dari  tindak pidana khusus, karena memiliki spesifikasi tertentu 

yang tidak sama denganitindak pidanaiumum yang diatur dalam KUHPidana. Undang-UndanggAnti Terorisme 

sebagaimana diatur dengan UU Nomorr5 Tahuni2018 TentangnPerubahan atas Undang–UndangNNomor 15 

Tahunn2003 Tentang Penetepan PeraturanPPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002TTentang Pemberantasan TindakiPidana Terorisme MenjadiiUndang-Undang memiliki karakteristik yang 

spesifik, terutama  yang bertalian hukumppidana formal dan hukumppidana materiilnya. Konsekuensi hukum 

yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Terorisme, memiliki akibat yang sangat luas, tidak saja pada para korban, 

tetapi juga pada masyarakat maupun bangsa dan Negara. Mengingat  Kejahatan ini termasuk “extra ordinary 

crime”, maka, pencegahan dan penangulangannya juga harusextra ordinary, agar dapat dipastikan 

penanggulangan kejahatan tersebut dapat  benar-benar  menciptakan keamanan, ketertiban, ketenangan dan 

kesejahteraan masyarakat.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara menelaah teori, konsep 

hukum serta peraturan perundang-undangan 

 

Kata Kunci  : Penanggulangan, Terorisme dan  Kejahatan Luar Biasa. 

 

1. PENDAHULUAN  

Peristiwa robohnya gedung kembar WTC 

(World TradeeCentre) di Amerikat padaatanggal 11 

Septemberr2001, yang dilakukan oleh pelaku 

kejahatan yang menamakan diri sebagai kelompok 

Al-Qaeda, dengan korban tewas sebanyak hampir 

3000 orang, sedangkan korban tewasdari pelaku 

sebanyak 19 orang , korban luka-luka sebanyak 

kurang lebih 6000 orang (Suryani, 2017).Para Pelaku 

dengan terus terang menyatakan bahwa perbuatannya 

tersebut didasarkan pada kebencian terhadap 

Amerika Serikat. 

Tindakan pelaku kejahatan terorisme tersebut, 

juga terjadi di Negara Indonesia, yang diawali 

peristiwa pengeboman di Bali, berlanjut dengan 

serangkaian penyerangan pada lokasi-lokasi vital 

seperti kedutaannbesar AS diJJakarta, selanjutnya 

dibulan Agustus 2003 terjadi peristiwa bom bunuh 

diri di Hotel JW Marriot yang mengakibatkan ratusan 

orang luka-luka. Pada tanggal 13-14 Mei 2018 

Pelaku Kejahatan Terorisme juga melakukan 

serangkaian  tindakan kejinya dengan melakukan 

pengeboman tigaGgereja di Surabaya, yaitu : Gereja 

SantaaMaria Tak Bercela Ngagel, GKI Diponegoro 

serta GerejaaPantekosta PusatSSurabaya Jemaat 

Sawaan, dengan jumlah kematian 28 orang, luka-luka 

57 orang. Pada tanggal 27April 2020, 

DetasemenKKhusus (Densus)-88, AntiterorMMabes 

Polri kembali telah berhasil 

menangkaptterdugatteroris yang di duga melakukan 

teror di Surabaya dan di Sidoarjo, tiga teroris yang 

berhasil ditangkap berinisial HS, AMA dan ZM, 

berdasarkan penjelasan Asep di Mabes Polri, Jakarta 

selatan (Putra, 2020). 

Beranjak dari beberapa peristiwa kejahatan 

atau tindak pidanatterorisme sebagaimanaayang telah 

dipaparkan tersebut diatas, dikeluarkanlah Perppu No 

1 Tahunn2002 TentanggPemberantasan Terorisme, 

melalui UU No 15 Tahunn2003, Perppu tersebut 

telah ditetapkannmenjadi Undang – Undang dan 

kemudian UU No 15 Tahunn2003 ini, telah di ubah 

dengan UU No 5 Tahun2018,sebagai instrument 

hukum untuk mencegah dan memberantas Kejahatan 

Terorisme. Disamping itu, juga dibentuk 

kelembagaan Negara yang dikenal dengan sebutan 

Badan NasionallPenanggulangan Terorisme (BNPT) 

yang bersinergi dengan  Densus-88aAnti Teror  di 

lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Ini 

merupakan Tanggungjawab Negara, agarkejahatan 

Terorisme dapat dicegah dan ditanggulangi, untuk 

melindungi warga masyarakat supaya dapat hidup 

tentram, damai serta sejahtera. 

Salah satu sifat yang spesifik yang sangat 

dominan dalam kejahatan/tindak pidana terorisme 

adalah membuat suasana masyarakat menjadi 

mencekamdan  bersifat  sangat meluas. Ketakukatan 

dan kecemasan yang bersifat meluas yang sengaja 

ditimbulkan itulah yang membedakan Terorisme 

dengan Tindak Pidana yang lain, seperti 

pembunuhannyang tertuang pada pasal 3388KUHP, 

yang menentukan bahwa “Barang siapa yang dengan 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan  dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun”. 

Terorisme dengan segala macam 

manifestasinya adalah suatuikejahatan yang luar 

biasai(extraordinarylcrime), yang dapat mengancam 

nilai-nilaikkemanusiaan, menggangguukeselamatan 
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umum terhadap orang maupun baranggdan bahkan 

yang menjadi sasaran juga instansi Negara atau 

militer/pertahanan keamanan serta orang-orang yang 

sedang  menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

untuk  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 

maupun obyek-obyek vital yang strategis serta pusat-

pusat keramaian, seperti : pusat-pusat perbelanjaan 

maupun tempat-tempat wisata. 

Berdasarkan uraian diatas,makaApenulis 

tertarik untuk membahas mengenaiupaya-upaya yang 

dapat dilakukan oleh Negaraagar kejahatan/Tindak 

Pidana Terorisme tersebut dapat ditanggulangi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

serta menjabarkan terkait upaya Negara dalam 

menanggulangi adanya kejahatan terorisme sebagai 

kejahatan luar biasa. Metodeeyang dipakai dalam 

penelitian ini adalah yuridis normative, denagn 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual yang berpedoman pada teori 

hukum, doktrin serta yurisprudensi. Teknik 

pengumpulan bahannhukum dilakukan denganncara 

menelaah,mengidentifikasiserta mengklasifikasikan 

bahan hukum guna memperoleh jawaban dari 

persoalan yang sedang dibahas dan diteliti. Selain itu, 

penulis menggunakan media internet yang 

sumbernya dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

media penunjang untuk menjawab isu hukum ini. 

Teknis analisis didasarkan pada penelitian pustakaan, 

kemudiandipaparkan secara deskriptif kualitatif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

UU No 15 Tahun 2003 TentangPPenetapan 

Peraturan PemerintahPPengganti UU No 1 Tahun 

2002 Tentang PemberantasanTITindak Pidana 

Terorisme, menjadi UUdalam konsideran faktualnya 

menyatakan : 

a. “Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 

Undang – Undang Dasar 1945 yakni melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

serta dalam memelihara ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi 

dan keadilan social, maka  mutlak diperlukan 

penegakan hukum dan ketertiban secara 

konsisten danberkesinambungan”; 

b. “Bahwa rangkaian peristiwa pemboman  yang 

terjadi diwilayah Republik Indonesia telah 

mengakibatkan  hilangnya nyawa tanpa 

memandang korban, menimbulkan ketakutan 

masyarakat secara luas, dan kerugian harta 

benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas 

terhadap kehidupan social, ekonomi, politik dan 

hubungan internasional”; 

c. “Bahwa terorisme merupakan  kejahatan lintas 

Negara,terorganisir dan mempunyai jaringan 

yang luas sehingga mengancam perdamaian dan 

keamanan nasional maupun internasional”; 

d. “Bahwa untuk memulihkan kehidupan 

masyarakatyang tertib dan aman serta untuk 

memberikan landasan hukum yang kuat dan 

kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan 

yang mendesak dalam pemberantasan  tindak 

pidana terorisme , maka  dengan mengacupada 

konvensi internasional  dan peraturan 

perundang-undangan nasional yang berkaitan 

dengan  terorisme , Presiden Republik Indonesia 

telah menetapkan  Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang  Undang  Nomor 1 Tahun 

2002 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana 

Terorisme”; 

e. “Bahwa berdasarkan pertimbangan  pada huruf 

a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan  

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang 

Undang  Nomor 1 tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi  

Undang –Undang”. 

PenetapannPeraturan PemerintahhPengganti 

UU No 1 Tahun 20022TentanggPemberantasan  

Tindak pidana Terorismeemenjadi UU, yang 

kemudian telah di ubah dengannUU No 5 Tahun 

2018, bertujuan untuk memberikanNjaminan 

kepastian hukummdan perlindungannhukum pada 

setiap individu, masyarakat, bangsa dan Negara 

terhadap ancaman pelaku kejahatan terorisme.Sejalan 

dengan tujuan tersebut diatas konsideran faktual UU 

No 15 Tahun 2003 Tentang PemberantasannTindak 

PidanaaTerorisme dengan jelas sertagamblang, 

memberikan penegasan bahwa negara melalui aparat 

terkait dalamupaya pencegahanndan penanggulangan 

kejahatan/tindak pidanaaterorisme 

tersebuttdisamping memberikan jaminan 

kepastianhukum, juga memberikan jaminan 

perlindunganiHak Asasi manusia, secara berimbang, 

dalamMbatas-batas yang telahHditentukanOoleh 

Undang-Undang. 

Hingga saat ini dikalangan para ahli, belum 

dapat memberikan batasan pengertian mengenai 

istilah/ terminologi “Terorisme”. Tetapi, secara 

yuridis batasan pengertian “Terorisme”, dapat 

ditemukan dalam  rumusan ketentuan pasal 1 ayat (1) 

UU Nomor 5 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa 

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan 

yang memenuhi unsur unsur tindakpidana sesuai 

ketentuan Undang–undang ini”. Frasa segala 

perbuatanNyang memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana sesuai ketentuanNundang-undang ini, 

memberikan penegaskan, bahwaakejahatan/Tindak 

pidana terorisme memiliki karakter khusus., 

Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya 

juga diperlukan cara-caca  yang spesifik, terukur dan 

bisa memberikan efek jera (deterrent effect), bagi 

pelakunya maupun kelompok terorisme yang lain. 

Keragaman batasan pengertian “Terorisme” 

dikalangan para ahli disebabkan, setiap ahli didalam 

memberikan batasan pengertian tersebut melihat dari 
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sudut pandang yang berbeda. Berikut di kutipkan 

beberapa pandangan batasan pengertian tentang 

“Terorisme”. 

1. Menurut US Departemen of Defense 1990, 

“Terorisme adalah  perbuatanmelawan hukum 

atau tindakan yang mengadung ancaman dengan 

kekerasan atau paksaan terhadap individu atau 

hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi 

pemerintah atau masyarakat dengan tujuan 

politik, agama dan ideology”. Dalam perspektif 

kriminologi dikatakan bahwa “Terrorism  an 

eminent threat to the people of the world, non 

exceptionally Indonesian as state and nation. The 

experience in dealing with the Bali bombing case 

in 2002 has given an important lesson for 

Indonesia, especially for the police”(Suryani, 

2017). 

2.  Menurut Mark Juergensmeyer, Terorisme berasal 

dari bahasa latin, Terrere yang berarti 

menimbulkan rasa gemetar dan rasa cemas. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah to 

terrorize berarti menakut-nakuti. Terrorist berarti 

teroris, pelaku terror. Terorrism berarti berarti 

membuat ketakutan, membuat gemetar. Terror 

berarti ketakutan atau kecemasan”.MBaAli dan T  

Deliimengemukakannbahwaterror berarti 

perbuatan kejam ataussewenang-wenang. 

SedangkanNterorisme artinya tindakan-

tindakannterror. SedangkannAnton Tabah 

dalammbukunya MenanganinKasus-Kasus 

BomMdi Indonesia menyatakan bahwa “terror 

adalah kata sifatyang menimbulkan rasa takut 

yang luar biasa . Tak ada lagi jaminan 

keselamatan (Safety), tak ada lagi jaminan hukum 

(Legality), rasa takut luar biasa itu menembus 

batas, ruang dan waktu”. (Anton Tabah, 2005). 

3. Berdasarkan Konvensi PBBBtahun 

1989,“Terorisme  adalah segala bentuk tindakan 

kejahatan yang dilakukan langsung kepada 

Negara dengan maksud menciptakan teror 

terhadap orang-orang tertentu atau kelompok 

orang  atau masyarakat luas”.Adanya 

perkembangan informasi secara digital yang 

bersifat global, telah memberikan 

pemahamanNdan realitas bahwa tindakkpidana 

terorisme  adalah kejahatan lintas batas Negara 

(Transnasionallcrime) karena terorganisasi 

dannmemiliki jaringanyyang sangattluas, 

sehingga mengancammperdamaian dunia serta 

keamananninternasional,  terutama keamanan 

nasional. Sehingga menjadi kewajibannbagi 

Pemerintahiuntuk menjaga  

dannmempertahankankedaulatannNegara, 

memeliharaMkeutuhan bangsa  serta integritas 

nasional dan melindungikeamananiwarga 

Negaraidari segala bentuk 

ancamanannterorismee(Yosadi, 2016). 

Upaya Penanggulangan kejahatan/tindak 

pidanaTTerorisme diKIndonesia, dilakukan baik 

secaraapreventif maupun secararrepresif. Dan juga 

dilakukan denganmmelakukan kerjasamamdengan 

negara-negaraalain, baik secaraabilateral maupun 

secaraamultilateral. Indonesia sebagai anggota PBB 

terlibat aktif  dalam upaya penanggulangan 

kejahatan/Tindak Pidana terorisme dengan menjalin 

kerja sama baik di level regional dan level 

internasional. Peran aktif Indonesia tersebut juga 

dilakukan dengan cara mengikuti secara seksama 

kongres PBB pada tahun 2000, yang secara khusus 

membahas berbagai cara untukmmencegah dan 

menanggulangikkejahatan/tindak pidanaaterorisme 

dengan mengambil tema “Prevention of crime and 

the treatment of Offenders”. Di Wina Austria. 

Konggres tersebut mengutuk kejahatan/Tindak 

PidanaTTerorisme, termasuk Terorisme yang 

dilakukan di IIndonesia, terutama kejadian 

pengeboman diiBali sertaamenyampaikan rasa 

dukaadan bela sungkawa terhadap keluarga korban 

atas tindakan biadab  yang di lakukan oleh pelaku 

Terorisme  dan sekaligus menyatakan resolusi 

berupaaaseruan kerjasama, mendukung dan 

membantuuPemerintah Indonesiaauntuk menangkap 

dan mengungkapkan semuampelaku yang turut 

terlibat dengan kejadian tersebut danimemprosesnya  

ke pengadilan (PandiiPradityo, 2016). 

Merujuk pada kongres PBB dengan tema 

“Prevention of crime and the treatment of 

Offendert” tersebut jelas Penanggulangan 

kejahatan/tindak pidana terorisme dilakukannsecara 

bersama-samaamaupun sendiri-sendiriidalam upaya 

pencegahan/preventifdan penindakan/pemidanaan 

atau represif. Hallini disebkan kejahatannTerorisme, 

dikualifikasikan sebagai kejahatanNyang luarr 

biasa/kejahatan yang serius. Pemberian label sebagai 

kejahatan luar biasa/kejahatan serius ini, didasarkan 

pada dua alasan  (Randi, 2016): 

1) “Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap 

jika tidak merasa aman. Padahal gerakan 

reformasi bertujuan membuat kita semua menjadi 

lebih aman dirumah sendiri dan lebih nyaman 

dalam kehidupan bernegara. Kita semua 

mengambil tanggungjawab memerangi terorisme 

yang mengingikan rasa aman”; 

2) “Terorisme merupakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang 

terorganisir, dewasa ini terorisme memiliki 

jaringan yang luas dan bersifat global yang 

mengancam perdamaian dan keamanan nasional 

dan internasional”. 

Kejahatan/Tindak pidana Terorisme acapkali 

dibenturkan dengan demokratisasiyang tengah 

tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat 

dan Negara Indonesia, dengan adanya era reformasi 

ini. Hubungan sebab-akibat antara demokrasi dengan 

terorisme dikemukakan oleh Eubank dan Weinberg 

yang menyatakan  bahwa ada  korelasi terorisme 

dengan tipe rezim otoriter atau  demokratis, terorisme 

sering menimpa masyarakat yang demokratis, 

ketimbang  masyarakat yang dipimpin oleh rezim 

otoriter (Gabriel Lele, 2005). 
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Bertolak  pada pendapat  pada  Angga Putri 

Permata Sari (2011), yang menyatakan bahwa  

secaraaumumwacana publikkdi Indonesiaatampak 

mengarahipada sebuahikonsensus  yangimenyatakan 

bahwaaakar penyebabmterorisme atauusetidaknya 

“prime mover” diIIndonesia adalahhideologiiislam 

radikal, yang dibarengi dengan adanyaddeprivasi 

seperti kemiskinanddan tingkatppendidikannyang 

rendah, meskipunnsecara akademis tidak ada bukti 

empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan 

terorisme dan bahwa ideologidikatakan hanya 

sebagai“intermediate cause dan bukan root cause”. 

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya pemerintah 

merumuskan kebijakan-kebijakan 

penanggulanganNterorisme, baikKkontraterorisme 

yang bertumpuPpada dirupsiJjejaring kelompok-

kelompokkteror maupunnantiterorisme yangihingga 

saat inimmasih berpijakppada gagasanmmengenai 

deradikalisasiMidan kontraderadikalisasi (Perang 

memenangkanmhati danmpikiran)”, multi faktor 

penyebab terorisme seperti yang didiskripsi tersebut 

diatas maka, penanggulangan kejahatan/ tindak 

pidana terorismeharus dilakukan secara terpadu 

antara penegakan hukum dan non hukum. Adapun 

pendekatan non hukum dilakukan dengan cara : 

a. Deradikalisasi  . 

Deradikalisasi merupakan sebuah upaya 

penanggulangan kejahatan/tindak pidana terorisme 

adalah  suatu pendekatan yang bertujuan untuk 

melakukan tindakan pencegahan (prevention) guna 

mensinergikan dengan tindakan penegakan hukum 

(Law enforcement ), dengan menggunakan piranti 

hukum yang telah disiapkan oleh pembentuk undang-

undang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum.Sebab Indonesia merupakan Negara 

hukum  yang demokratis. Melalui pendekatan non 

penal dengan cara deradikalisasi ini, diupayakan 

mereduksi kegiatan-kegiatannradikal 

dannmenetralisasi paham radikalbbagiindividu-

individu yang terlibattteroris dan simpatisannyaaserta 

anggotaamasyarakat yang tereksposspaham-

pahamrradikalisme tertentu (Agus SB, 2016). 

Sasaran yang hendak dicapai dalam  deradikali sasi 

ini untuk menyadarkan  para teroris dan kelompok-

kelompok teroris  yang melakukan kekerasan  sadar 

dan secara sukarelaameninggalkan  atau 

melepaskanndiri dariiaksi terornya.  

Adapunntujuan spesifik yang hendakkdicapai 

dalamppendekatan deradikalisasi iniiadalah seperti 

berikut:iPertama, membuattpara teroris bersedia dan 

mauumeninggalkan aksitterorisme danKkekerasan. 

Kedua, bersedia meninggalkan faham radikalisme 

dan mendukungppemikiran moderat dan bersikap 

toleranndan Ketiga, menjadi pendukungpprogram-

program nasional dalammmembangun kehidupan 

berbangsamdan benegara dalam bingkaiNNKRI. 

Deradikalisasi memiliki dimensi yang sangat luas, 

mencakup hal-hal yang bersifattittkeyakinan, 

penanganannhukum, hingga pemasyarakatan sebagai 

upaya mengubah “yang radikal” menjadii “moderat 

dan toleran”. Sehingga, “deradikalisasi bisa 

dipahamisebagai upaya menetralisasi radikalisme 

bagi setiap individu yang terlibat aksi terorisme dan 

para simpatisannya, sehingga meninggalkan aksi-

aksi terror dan kekerasan” (Agus SB, 2016).  

Pemerintah melalui program deradikalisasi 

terorisme yang diikuti dengan program deideologi 

tersebut berupaya untuk melepaskan ideologi-

ideologi dari dalam diri terorisme dan kelompoknya 

yang terorganisasi itu, agar secara sadar 

menghentikan proses penyebaran ideologi yang 

menyesatkan tersebut. Dengan demikian deideologi 

juga dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menghentikannproses pemahaman dannpenyebaran 

ideologiiislam radikalyang dipahami olehikelompok 

teroris  dan kemudian berbalik seratus delapan puluh 

derajat, untuk memiliki paradigma berfikir menjadi 

islam yang moderat dan mengamal nilai-nilai islam 

yang cinta damai dan toleran. Adapunnprogram 

deradikalisasi sesungguhnya memilikiikarakter yang 

samaahampir di setiappNegara yaitu: 

a. Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakatt 

umum ; 

b. Pelaksanaan program khusus dalam penjaraa; 

c. Program pendidikan ; 

d. Pengembanganndialog lintassbudaya ; 

e. Pengupayaannkeadilan social daneekonomi ; 

f. Kerjasamaaglobaladalamapenanggulangan 

terorisme ; 

g. Pengawasannterhadap cyberrterorisme ; 

h. PerbaikanPperangkat peraturan perundang-

undangan ; 

i. Program rehailitasi ; 

j. Pengembanganidan penyebaraniinformasi baik 

regionallmaupun  

k. Pelatihannserta kualifikasi paraaagen  yang 

terlibatGdidalam melaksanakan kebijakan 

kontraaradikalisasi. 

Melalui program deradikalisasi dan program 

deideologi ini, Pemerintah mengharapkan agar 

pelaku terorisme tersebutsecara sadar mau 

melepaskanideologi yang dianut sebelumnya dan 

kemudian menggantikannya dengan ideologi 

Pancasila, sebagaiidasar filosofisddalam kehidupan 

berbangsaddan bernegara. Program deradikalisasi 

dan deideologi ini, juga diberikan pada pelaku teroris 

yang telah di putus bersalah melakukan tindak pidana 

terorisme dan kemudian menjalani pidana di lembaga 

Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani pidana, 

bisa menjadi warga masyarakat yang mempunyai 

paradigma berfikir yang berpedoman pada nilai-

nilaiiPancasila dan menjadi warga yang moderat dan 

toleran , dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ( NKRI ). 

b. Penegakan Hukum  

Hakikat penegakan hukum itu untuk mencapai 

keadilan,kkebenaran,kkemanfaatan dan kepastian 

hukum, itu sebabnya penegakanihukum bukanhanya 

menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak 

hukum saja, melainkan juga menjadi tugas dan 
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tanggungjawab setiap orang.Walaupun demikian, 

dalam hubungannya dengannhukum public J.B.J.M. 

tennBerge mengatakannbahwa pihak pemerintahlah 

yang paling bertanggungjawab melakukan 

penegakannhukum, “De overhead is primair verant 

woordelijk voor de handhaving van publiekrecht” 
(Ridwan HR, 2017). 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak faktor. Itu sebabnya, keberhasilan 

penegakan hukum  sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 1983).Terdapat 

lima faktor yanggmempengaruhi  penegakannhukum, 

yaitu : 

1. Faktorrhukumnyaasendiri ; 

2. Faktorrpenegak hukum,yaitu pihak-pihakiyang 

membentuk danimenerapkan  hukum ; 

3. Faktorrsarana atauufasilitas yanggmendukung  

penegakannhukum ; 

4. Faktorrmasyarakat, yakniilingkungan di mana 

hukumttersebut berlaku atauuditerapkan ; 

5. Faktorrkebudayaan, yakniisebagai hasillkarya, 

cipta dannirasa yang didasarkan padaaikarsa 

manusia di dalamppergaulan  hidup .  

          Kelima faktoriyang mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut, saling memiliki keterkaitan, satu 

dengan lainnya secara terintegrasi, karena  esensi dan 

efektivitasspenegakan hukum sangat bergantung 

padaakelimaafaktor tersebut.  

Satjipto Raharjo (2009) menerangkan bahwa 

supaya hukum bisa berperan sebagaimana mestinya 

dalam kehidupan masyarakat, maka perlu 

memperhatikan hal-hallsebagai berikut : 

1. “Mengenai problem yang dihadapi sebaik-

baiknya. Termasuk didalamnya mengenali 

dengan seksama masyarakat yang hendak  

menjadi sasaran dari penegakan 

hukumtersebut”; 

2. “Memahami nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat . Hal ini penting dalam hal  social 

engineering itu hendak diterapkan pada 

masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan 

majemuk, seperti : tradisional, modern dan 

perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-

nilai dari sector mana yang dipilih”; 

3. “Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana 

yang paling layak untuk dilaksanakan”; 

4. “Mengikuti jalannya penerapanhukum dan 

mengukur efek-efeknya”. 

Berdasarkan pemahaman hakikat  Penegakan 

hukum, faktor-faktorrrriyang mempengaruhi 

penegakan hukum  serta keserasian faktor-faktor 

yang mempengaruhi sistem penegakan hukum dan 

prosedur penegakanhhhhukum dalam upaya 

penanggulangankkejahatan/tindakkpidana terorisme 

yanggdilakukan dengan cara  menerapakan hukum 

pidana formal dan hukum pidana materiil, sebagai 

instrumen hukum dalamssistem 

peradilanppidana(SPP). Hal iniisejalan dengan 

pemikiran  bahwa SPP  adalah sistemddalam 

masyarakatuuntuk mencegah kejahatan 

(Reksodiputro, 1994) 

Berdasarkan  UU  No 15 tahun 20033Tentang 

PemberantasannTindak Pidana Terorismeyang telah 

diubah dengan UU No 5 Tahun 2018 Tentang 

PemberantasanTTindak PidanaTTerorisme,ssecara 

kelembagaan  Pemberantasan Tindak Pidana 

TerorismeEidi lakukan oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme ( BNPT ), yang dibentuk  

dengan PeraturannPresiden No 46 Tahunn2010 

Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 

Pasal 2 Perpres No 46 Tahun 2010 Tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme  tersebut 

menyatakan bahwa BNPN bertugass: 

a. Menyususnkebijakan, strategiddan program 

nasionalldi bidang penangulangantterorisme ; 

b. Mengkoordinasikaiinstansi pemerintah hterkait 

dalam pelaksanaan dan melaksanakan 

kebijakanndi bidangtterorisme ; 

c. Melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangantterorisme denganimembentuk 

satuanntugas yangttterdiri dari unsur-unsur 

instansiipemerintah terkaittsesuai tugas,ffungsi 

dan kewenanganimasing-masing . 

Hukum pidana formal yangddipergunakan 

untuk melakukannnpengusutan kejahatan/tindak 

pidanaaterorisme, mulaiddari tingkat penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan danppemeriksaan perkara di 

SidanggPingadilan, tetap mengacu pada  UU No  8 

tahun 19811Tentang UU Hukum AcaraPPidana 

(KUHAP), sepanjang UU No 15 Tahun 2003 yang 

telah di ubah dengan UU No15 Tahun 2018tTentang  

Pemberantasan TindakkPidanatTerorisme, mengatur 

secara khusus atau menyimpang (Lex specialis  De 

rogat Lex Generalis ). 

Dalam upaya preventif dan represif 

penanggulanganikejahatan/tindak pidana Terorisme, 

BNPT memiliki tugas dan fungsi strategis berupa 

pemberian informasi intelijen pada Destasemen 

Khusus 88/Densus 88  Kepolisian Republik 

Indonesia, agar potensi timbulnya kejahatan 

terorisme dapat dicegah, sehingga tidak sampai 

menimbulkan korban dan sekaligus menangkap 

pelaku yang telah melakukan kejahatan/ tindak 

pidana terorisme untuk di proses  secara hukum 

berdasarkan ketentuanPPPeraturan Perundang-

undangan yanggberlaku. 

Menuruttketentuan UU No 342Tahun 2004 

Tentang TentaraaaaNasional Indonesia (UU TNI),  

pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan dan 

penanggulangan Terorisme, dilihat dari aspek hukum 

positif, dapat dilakukan, sepanjang di lakukan secara 

proporsional dan tidakkmelanggar Hakaasasi 

Manusia. Sebabbdalam UU TNI dinyatakan dengan 

tegas bahwa “TNI berperan  sebagai alat Negara di 

bidang pertahanan yang dalam menjalankan 

tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan  

politik Negara”. Memperhatikan beberapa peraturan 

perundang-undanganyang telah disebutkan diatas, 

jelas dapat ditarik kesimpulan  keputusan Politik 
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Negara untuk memberantas kejahatan terorisme 

tersebut merupakan hal yang tidak dapat di 

kompromikan. Olehesebab itu pelibatan TNI sangat 

dibutuhkan, hal  ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 

UU TNI, yang menentukan sebagai berikut :  

“Tugasssspokok TNI adalahhhmenegakkan 

kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasar Pancasila dan Undang Undang 

Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, serta 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan 

terhadap keutuhanbangsa dan Negara”.. 

Memperhatikan  ketentuan pasall7 UU TNI 

tersebut, pelibatan TNI dalam upaya pencegahan dan 

penindakan kejahatan/tindak pidana terorisme adalah  

bersifat penunjang atau pendukung Polisi, ksususnya 

Densus-88 dalam rangka operasi penegakan hukum, 

bukan operasimmiliter selain perang (OMSP). 

sebagaimana yang telah terdiskripsi secara jelas 

dalam UU TNI. Jika, kejahatan/tindak pidana 

terorisme telah melampaui  spectrum dan eskali yang 

sangat luas danhal tersebut bisa membahayakan  serta 

mengancam eksistensi  keutuhan wilayah, OMSP  

bisa  ditempuh/ dilaksanakan. 

 

4.  PENUTUP 
Terorismemmerupakan kejahatan/ tindak 

pidana luar biasaa(Extraaordinaryycrime), oleh 

sebab itu memerlukan kajian yang komprehensif 

dalam upaya penanggulangannya, baik secara 

preventif maupun secara represif. Deradikalisasi dan 

deideologi merupakan upaya penanggulangan yang 

bersifat preventif, sebab pendekatan nya dilakukan 

secara persuasip untuk menanamkan kesadaran 

pelaku teroragar meninggalkan   paham radikalisme  

yang berujung pada tindakan terorisme. BNPT dan 

Densus-88 merupakan ujung tombakuntuk 

melakukan penangkapan pelaku kejahatan/tindak 

pidana terorisme agar dapat diadili di Pengadilan 

sesuai ketentuan UU yang berlaku. Pelibatan TNI, 

untuk membantu BNPT dan Densus-88 dalam 

memberantas kejahatan/tindak pidana terorisme, 

tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 7UU TNI. 

Di perlukan peningkatan koordinasi antar 

instansi yang terkait, dalam upayaapencegahan dan 

penanggulangannkejahatan/tindak pidana terorisme, 

baik secara persuasip maupunnirepresif, dengan 

mengajak seluruh warga masyarakat ikut terlibat di 

dalam mengawasi warga pendatang yang 

mencurigakan, untuk melaporkan kepada aparat 

kepolisian setempat. Selain itu, diperlukan 

penyebaran dan pendidikan ideologi Pancasila secara 

massif  sejakaaanak-anak berada diibangku sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi, dengan menanamkan 

dan mengamalkaninilai-nilai Pancasila 

dalammkehidupan bermasyarakat, berbangsamdan 

bernegara . 
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